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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia, 

perkawinan yang sah di mata Negara adalah perkawinan yang 

tercatat oleh Negara. Adapun lembaga Negara yang berwenang atas 

pencatatan suatu perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). 

Dalam hal ini, KUA berperan terhadap konteks masyarakat muslim 

yang ada di Indonesia. Apabila sebuah perkawinan tidak ada di 

dalam catatan Negara, maka risiko yang dialami oleh perkawinan 

tersebut adalah tidak mendapat oleh Negara sendiri. Oleh karena hal 

tersebut, pelaksanaan perkawinan hendaknya perlu memiliki 

kekuatan hukum, baik secara agama maupun Negara. Pentingnya 

pengakuan secara legal atau sahnya perkawinan itu diseimbangkan 

dengan aturan agama dan Negara. 

Masyarakat muslim sebagian yang berada di Indonesia 

melaksanakan pernikahan yang sah hanya secara agama tetapi tidak 

menurut Negara atau tidak tercatat pada lembaga yang berwenang 

atau ditunjuk oleh Negara untuk mencatat perkawinan. Penyebab 

Negara tak melakukan pencatatan perkawinan yang dilakukan para 
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pihak bukan karena kelengahan atau kelalaian Negara, tetapi 

ditimbulkan oleh para pihak serta pasangan itu sendiri yang 

melaksanakan pernikahan memang tidak sesuai aturan yang berlaku 

di indonesia mengenai pernikahan itu. 1 

Dalam segi hukumnya yaitu menurut Undang-undang No.1 

Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 , permohonan mengenai itsbat nikah telah dilaksanakan 

serta sudah tertulis tentang wacana perkawinan. Dalam pasal  

tersebut yang berlaku, telah dinyatakan bahwa dalam setiap 

perkawinan yang terjadi sebelum UU ini berlaku dijalankan menurut 

dalam segi aturan hukumnya yang telah terdapat ialah sah. 

Pernyataan “sah” yang telah ditetapkan oleh Pengadilan yang 

bertanggung jawab seusai wilayah tempat tinggal setiap pihak yang 

bersangkutan berdasarkan permohonannya.  

Setiap pasangan suami istri yang telah melaksanakan serta 

memenuhi setiap ketentuan yang berlaku di pasal 2 ayat (1) ini 

kemudian akan melakukan ketentuan pasal 2 ayat (2) UU Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019. Contohnya, harus secepatnya 

                                                     
1
 Imam Yazid, Menikah Untuk Diceraikan: Menyorot Hak-hak 

Perempuan Pada Isbat Nikah Untuk Cerai di Pengadilan Agama Medan Tahun 

2015-2017, (Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. XIII, No. 1, Juni 2019) h.100 
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melaksanakan register pencatatan pernikahannya ke KUA ketika 

sang suami mulai mengetahui bahwa sang isteri sedang mengandung 

serta keadaan yang seperti ini menunjukkan cukup kurang relevan 

jika itsbat nikah itu diajukan hanya dengan alasan perihal 

kepentingan Akta Kelahiran anak, sebab memang ada diketentuan 

yang berlaku di pasal  Kompilasi Hukum Islam yang 

mengungkapkan bahwasannya “dalam hal perkawinan tidak dapat 

dibuktikan dengan Akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke 

Pengadilan Agama (pasal 7 ayat 2)”
2 

Pengesahan Pernikahan  ialah administrasi yang mana 

berasal dari sebuah perkawinan sepasang suami isteri yang mana 

telah dicatat pihak Pegawai Pencatat Nikah (PPN), yang 

berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Maka dengan hal 

itu dapat dijadikan dalam sebuah bukti autentik dari suatu 

pernikahan yaitu akta nikah / buku nikah, sehingga bisa dijadikan 

kedalam sebuah kepastian hukum jika salah seorang pihak suami 

maupun pihak isteri ketika akan melakukan perbuatan serta 

perlakuan yang menyimpang / tidak senonoh. Contohnya, pihak 

                                                     
2
 Mahmud Huda, Yurispudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi 

Hukum Islam, (Jurnal Studi Islam, Vol. 5, No. 1, April 2014) h.46-47 
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laki-laki tidak memberi nafkah kepada pihak perempuan yang mana 

itu semua sudah menjadi bagian dari kewajiban pihak laki-laki, 

tetapi pada nyatanya pihak laki-laki mampu. Atau pihak laki-laki 

menyalahi mengenai ketentuan talik thalak yang sudah diucapnya, 

maka dari pihak perempuan yang merasa sudah dirugikan oleh pihak 

suami dapat mengajukan perkara yang dialaminya ke Pengadilan 

Agama. Pernikahan bagi kedua belak pihak yang tidak bisa 

dibuktikan dengan menggunakan akta nikah, didalam ketentuan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memberikan kesempatan 

kepada setiap pasangan yang saling berhubungan untuk mengajukan 

permohonan itsbat nikahnya pada PA sesuai pada rujukan ketentuan 

di Pasal 7 ayat (2) KHI. 

Tahapan pengajuan, pemeriksaan serta penyelesaian itsbat 

pernikahan, PA yang menerima kasus tersebut harus lebih teliti serta 

berhati-hati dalam setiap menerima pengajuan perkara, mengusut 

serta memutus kasus demi menghindari suatu perkara poligami 

tanpa prosedur serta penyelundupan hukum. 

Penjelasan yang telah dijelaskan diatas bisa menyebutkan 

hal yang melatar belakangi kasus perdata nomor 
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1614/pdt.G/2021/PA.srg yang ingin diteliti oleh penulis mempunyai 

sangkut pautnya dengan kasus itsbat nikah yang disertai cerai gugat. 

Yang mana pihak isteri mengajukan sebuah permohonan itsbat 

nikah sebagai salah satu tahapan menuju perceraian di PA Serang, 

kasus tersebut diakui di dalam hukum acara perdata dan terdapat 

unsur kumulasi dua objek masalah menjadi satu.  

Pada dasarnya, berisi arti penggabungan lebih dari satu 

gugatan yang dijadikan pada satu gugatan, dianggap juga 

samenvoging van vondering atau kumulasi gugatan. Pada intinya 

setiap gugatan berdiri sendiri. Penggabungan tuntutan dijadikan 

didalam satu tuntutan diperkenankan, namun bila diantara satu 

gugatan dengan gugatan lainnya ada korelasi erat atau koneksitas 

serta pada batas tertentu tentang kasus nomor 

1614/pdt.g/2021/PA.srg, penggabungan/kumulasi antara itsbat nikah 

disertai perceraian tergolong kedalam kumulasi yang objektif. 

Tahapan untuk menyelesaikan kasus terkait itsbat nikah 

disertai gugatan perceraian akan dihadapi oleh 2 tahapan 

persidangan. Yaitu, 1)  pemeriksaan permohonan terkait itsbat nikah 

serta para hakim yang akan memberikan penetapan mengenai sah 
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atau tidak pernikahan dengan penetapan itsbat pernikahan berupa 

putusan sah yang tak diakhiri pemeriksaan, akan tetapi, dapat sangat 

memengaruhi kepada menuju arah serta jalannya pemeriksaan 

berikutnya. 2)  yaitu,perihal perceraian yang dilaksanakan dengan 

tertutup, serta putusan tentang gugatan perceraian dipaparkan pada 

sidang yang terbuka untuk umum, masalah terkait itsbat nikah untuk 

gugatan perceraian, terlebih dahulu menetapkan sahnya perkawinan 

antara pihak suami serta pihak isteri yang mana sebelumnya 

perkawinan tersebut tidak dicatatkan di KUA sebelum hakim 

menetapkan suatu putusan perceraian, dengan adanya perceraian 

maka dibutuhkan juga adanya bukti sudah terjadi pernikahan yang 

sah.                                                                                                 

Dan kasus permohonan mengenai perkara Itsbat Nikah 

Disertai Cerai Gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Serang 

bisa disebutkan kasus yang sudah jarang ditemukan dizaman 

sekarang. Bahkan, bisa dihitung menggunakan jari. Tetapi, jika 

dibandingan dengan kasus mengenai Perkara Itsbat Nikah dengan 

alasan untuk mengurus administrasi anak ini jauh lebih banyak. 

Berdasarkan latar belakang, penulis merasa tertarik untuk meneliti 
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lebih lanjut serta mengangkatnya ke dalam skripsi dengan judul 

“ANALISIS PUTUSAN ITSBAT NIKAH DISERTAI CERAI GUGAT  

DI PENGADILAN AGAMA SERANG ( Studi Putusan Nomor: 

1614/pdt.G/2021/PA.Srg)” 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan 

di atas, rumusan masalah yang penulis susun kedalam bentuk 

pertanyaan-pertanyaan ialah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penetapan perkara Itsbat Nikah Disertai Cerai 

Gugat Di Pengadilan Agama Serang (Studi Putusan Nomor: 

1614/pdt.G/2021/PA.Srg)? 

2. Bagaimana Hak-hak Isteri Dari Penetapan Itsbat Nikah 

Disertai Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor: 

1614/Pdt.G/2021/PA.Srg)? 

 

C. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, 

maka dengan hal itu penulis menarik Fokus Penelitian karena 

mengingat keterbatasan dalam hal waktu, tenaga, tempat dan agar 

penelitian lebih terarah. Maka diperlukan adanya sebuah Fokus 
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Penelitian. Maka penulis akan mem-fokuskan penelitian ini kepada 

penetapan Itsbat Nikah Disertai Cerai Gugat di Pengadilan Agama 

Serang serta terhadap Hak-hak isteri dari Itsbat nikah disertai Cerai 

Gugat. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bahan hukum yang 

akan diolah serta dianalisa dengan tujuan: 

1. Untuk mengetahui penetapan dari permohonan Itsbat 

Nikah Disertai Cerai Gugat di Pengadilan Agama Serang 

2. Untuk mengetahui Hak-hak Isteri dari permohonan Itsbat 

Nikah Disertai Cerai Gugat di Pengadilan Agama Serang 

 

E. Manfaat / Signifikansi Penelitian 

Penulis memiliki harap baik sekarang ataupun di masa yang 

akan datang, hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi: 

1.  Bagi masyarakat dan mahasiswa, hasil penelitian ini untuk 

menambah wawasan serta bisa bermanfaat, menambah 

pengetahuan serta memberikan banyak pembelajaran bagi 

perkembangan ilmu dibidang hukum, khususnya 

mahasiswa studi hukum keluarga terutama yang berkaitan 
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menggunakan kasus perkara kumulasi/penggabungan Itsbat 

pernikahan dan Perceraian.  

2.  Bagi penulis, semoga hasil penelitian ini mengharapkan 

bisa memberikan pengetahuan yang luas dan mendalam 

mengenai perkara kumulasi Itsbat nikah Disertai Cerai 

Gugat sehingga bisa menambah pengalaman dan ilmu 

untuk penulis.  

 

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penulis telalh menemukaln lebih dalri sa ltu judul penelitialn 

sebelumnya l ya lng memiliki keterka litaln era lt palda l judul skripsi ya lng 

a lkaln di teliti oleh penulis, a lkaln tetalpi alda l beberalpa l perbedala ln daln 

kesa lmala ln pembalha lsa ln ya lng penulis temuka ln da lri halsil membalcal 

penelitialn sebelumnya l. 

No Nama dan Judul Persamaan Perbedaan 

 

1. Nama           : Rustalnti Alulial 

Faldjalrtini 

(1113044000016) 

Jurusan        : Hukum 

Kelualrga 

Universitas  : UIN Syalrif 

Penulis 

malupun 

peneliti ya lng 

sa lya l tulis 

kedualnya l 

memiliki 

Perbedala ln 

da lri peneliti 

da ln penulis 

ya litu, 

peneliti lebih 

memfokuskal
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Hidalyaltullalh Jalkalrtal 

Judul             : “Penyelesalialn 

Perkalral Isbalt Nikalh daln 

Problemaltikalnyal (Studi 

Alnallisis Terhaldalp Penetalpaln 

Isbalt Nikalh Pengaldilaln 

Algalmal Cilegon Talhun 2016)” 

kesa lmala ln 

da llalm 

pembalha lsa laln 

penetalpaln 

itsba lt nikalh 

n kepalda l 

talha lpa ln 

setialp 

pembuktialn 

sertal a llalt 

bukti ya lng 

dialjuka ln 

pa lral piha lk 

denga ln 

perkalra l 

Itsbalt nikalh. 

Seda lngka ln, 

penulis lebih 

merujuk 

terhalda lp 

Ha lk-ha lk 

Isteri da lri 

penetalpaln 

itsba lt nikalh 

disertai cerali 

guga lt3
 

2. Nama           : Da lndy Algria ln 

Putra l  

Penulis 

malupun 

Perbedala ln 

da lri peneliti 

                                                     
3 Rustanti Aulia Fadjartini (1113044000016) Skripsi “Penyelesaian 

Perkara Isbat Nikah dan Problematikanya (Studi Analisis Terhadap Penetapan 

Isbat Nikah Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2016)” tahun 2017 

http://repository.uinjkt.ac.id/ di unduh pada 09 November 2022 

http://repository.uinjkt.ac.id/
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(0201128141965) 

Jurusan        : Ilmu Hukum   

Universitas  : Universita ls 

Sriwijalya l 

Judul            : “Peneta lpaln 

Isbalt Nikalh dallalm Ralngkal 

Perceralialn di Pengaldilaln 

A lgalma l (Studi Putusa ln 

Pengaldila ln Algalmal 

Pallembalng Nomor: 

0249/Pdt.G/2017/PAl.plg)” 

peneliti ya lng 

sa lya l tulis 

kedualnya l 

memiliki 

kesa lmala ln 

da llalm 

pembalha lsa laln 

pertimbalnga ln 

ha lkim sertal 

penetalpaln 

itsba lt nikalh. 

da ln penulis 

ya litu, 

peneliti 

ha lnya l 

memfokuskal

n kepalda l 

a lkibalt 

hukum dalri 

penetalpaln 

itsba lt nikalh. 

Seda lngka ln, 

penulis lebih 

memfokuskal

n sertal 

merujuk 

terhalda lp 

Ha lk-ha lk 

Isteri da lri 

penetalpaln 

itsba lt nikalh 

disertai cerali 

gugat 

mengena li 

Alkta l nika lh, 

sta ltus alna lk, 

ha lrtal 
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bersa lmal, 

na lfkalh 

iddalh, daln 

haldhalnalh4
 

3. Nama           : Nurul Fa ldila lh 

(1502030045),  

Jurusan        : jurusa ln All-

Alhwa ll All-Sya lkhsiyya lh 

Judul             : “ A lnallisis 

Putusa ln Perkalral Permohona ln 

Itsbalt Nikalh Diserta li Guga ltaln 

Perceralialn Dallalm Saltu 

Walktu di Pengaldilaln Algalmal 

Gunu ining Sugih Kelals 1B 

(Studi Putusa ln 

Nomor:0333/Pdt.G/2018/PAl.

gsg)” 

Penulis 

malupun 

peneliti ya lng 

sa lya l tulis 

kedualnya l 

memiliki 

kesa lmala ln 

da llalm 

pembalha lsa laln 

mengena li 

lalnda lsa ln 

hukum ya lng 

diguna lka ln 

untuk 

menyelesa lika l

n perkalra l 

itsba lt nikalh 

da ln guga lta ln 

perceralia ln.  

Perbedala ln 

da lri peneliti 

da ln penulis 

ya litu, 

peneliti 

memfokuskal

n kepalda l 

talha lpa ln 

proses 

penyelesa lialn 

perkalra l 

kumulalsi 

guga lta ln 

itsba lt nikalh 

da ln 

perceralia ln. 

Seda lngka ln, 

penulis 

merujuk 

                                                     
4 Dandy Agrian Putra (02011281419165), Skripsi “Penetapan Isbat 

Nikah dalam rangka Proses Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan 

Nomor: 0249/Pdt.G/2017/PA.Plg)”, tahun 2019, http://repositori.uin-

alauddin.ac.id/, di unduh pada 3 November 2022 

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/
http://repositori.uin-alauddin.ac.id/
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terhalda lp 

penetalpaln 

Itsbalt nikalh 

disertali 

Cerali Guga lt5
 

 

G. Keralngka l Pemikira ln 

Itsba lt Nikalh alta lu Pengesa lha ln Pernikalha ln palda l peraltura ln 

perundalng-unda lnga ln di Indonesia l ya lng suda lh tercaltalt ha lnya l 

menga ltur untuk walrga l ya lng bera lga lma l Isla lm saljal. Pa lda l palsa ll 7 alya lt 

(2) Kompilasi Hukum Islam menentuka ln “Dallalm hall per-ka lwinaln 

tidalk da lpa lt dibuktikaln denga ln Alkta l Nika lh, da lpalt dia ljukaln Itsba lt 

Nika lhnya l ke PAl. Sela lnjutnya l pa lsa ll 7 a lya lt (3) KHI menentukaln: 

“Itsbalt Nikalh ya lng da lpa lt dia ljukaln ke Penga ldila ln Alga lma l terbalta ls 

tentalng ha ll-ha ll ya lng berkena laln denga ln: 

a. Alda lnya l perka lwinaln da llalm ra lngka l penyelesa lialn perceralialn; 

b. Hila lngnya l Alkta l Nika lh; 

c. Alda lnya l kera lgua ln tenta lng sa lh a ltalu tida lknya l sa lla lh sa ltu sya lra lt 

perkalwina ln; 
                                                     

5 Nurul Fadilah (1502030045), Skripsi “ Analisis Putusan Perkara 

Permohonan Itsbat Nikah Disertai Gugatan Perceraian Dalam Satu Waktu di 

Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B (Studi Putusan 

Nomor:0333/Pdt.G/2018/PA.gsg)”, tahun 2019, https://repository.metrouniv.ac.id 

di unduh pada 14 oktober 2022 

 

https://repository.metrouniv.ac.id/
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d. Alda lnya l perka lwina ln ya lng terjaldi sebelum berlalkunya l Unda lng-

Unda lng Nomor 1 Ta lhun 1974 da ln; 

e. Perka lwinaln ya lng dila lkukaln oleh merekal ya lng tidalk mempunya li 

ha llalnga ln perka lwinaln menurut Undalng-Unda lng Nomor 1 Ta lhun 

1974. 

Itsbalt (penetalpa ln) a lrtinya l produk Penga ldilaln Alga lma l, dimalnal 

buka ln merupalka ln produk Penga ldilaln ya lng sesungguhnya l, ya lng 

bialsa l diistilalhka ln mengguna lka ln jurisdictio voluntalir. Dialngga lp 

buka ln Penga ldilaln ya lng sesungguhnya l, sebalb pa ldal ka lsus ini ha lnya l 

terdalpa lt pemohon, ya lng memohon untuk diteta lpka ln perihall sua ltu 

perkalra l, ya litu penetalpaln pernikalha ln. Perka lral voluntalir iallalh kalsus 

ya lng sifa ltnya l permohonaln daln di dalla lmnya l tialda l perlalwa lnaln. 

Da llalm hall itu, perkalral permohonaln talk bisal diterimal, terkecualli 

pa ldal kepentingaln Unda lng-unda lng ya lng demikialn menghenda lki.
6
 

Solusi a lwa ll mulalnya l Itsbalt Nika lh a lda llalh a ltals pa lda l di 

berlalkuka lnnya l Unda lng-Unda lng Nomor 16 Ta lhun 2019 a lta ls 

perubalha ln da lri Undalng-Unda lng No.1 Ta lhun 1974, dalla lm palsa ll 2 

a lya lt (2) ya lng mengha lruska ln pencaltaltaln pernikalha ln. Sebalb sebelum 

                                                     
6
 Zamroni, Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia, 

penerbit Media Sahabat Cendekia, Kota Surabaya, 2018 h.127-128 
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Undang-undang itu diberla lkuka ln, ba lnya lk perkalwina ln talk 

tercaltaltkaln, a lka ln tetalpi palda l pa lsa lnga ln ya lng pernika lha lnnya l belum 

dicaltaltka ln bisal memintalka ln itsbalt nika lhnya l palda l Penga ldilaln 

Alga lma l. Wewena lng periha ll kalsus  itsbalt nikalh a ltalu Pengesa lha ln 

Perka lwinaln ba lgi PAl merupalka ln peruntukka ln sebalgia ln oralng ya lng 

melalksa lnalka ln perkalwina ln Sirri sebelum berla lkunya l UU No.16 

Talhun 2019, merujuk palsa ll 64 mengungka lpka ln: “berda lsa lrkaln 

perkalwina ln sertal sega lla l sesua ltu ya lng bera lfilialsi denga ln 

mengguna lka ln perka lwina ln ya lng terjaldi sebelum berlalkunya l UU ini 

ya lng dija llalnka ln berdalsa lrka ln peralturaln la lmal, ya lng a lrtinya l a lda llalh 

sa lh”.
7
 

Perka lral Cerali guga lt merupalka ln sualtu kalsus perceralialn ya lng 

diputuskaln oleh ha lkim altals guga ltaln da lri pihalk istri ya lng ingin 

memutuskaln hubunga ln perka lwinaln denga ln pihalk sua lmi. Bia lsa lnya l 

a llalsa ln penga ljualn cerali guga lt bukaln ha lnya l seba lb dalri percekcokaln 

sua lmi istri, nalmun juga l ka lrenal alda lnya l sua ltu kendalla l, kendallal 

tertentu ya lng menga lkiba ltkaln terjaldinya l cerali guga lt alnta lral pa lsa lnga ln, 

misallnya l, pa lsa lnga ln sua lmi isteri ya lng suda lh menjallalnka ln pernikalhaln 

                                                     
7
 Zamroni, Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia, 

penerbit Media Sahabat Cendekia, Kota Surabaya, 2018 h.129 
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ya lng cukup la lma l tetalpi belum jual mendalpa lt keturunaln, da ln 

mungkin seba lb sualmi malndul sehingga l seora lng isteri menga ljukaln 

cerali guga lt. Alla lsa ln perceralia ln itu mungkin pulal ka lrenal sa lla lh sa ltu 

pihalk menjaldi gila l, impoten sertal sema lcalmnya l. 

Guga lt Cera li iallalh merupalka ln sua ltu percera lialn ka lrenal a ldalnya l 

guga lta ln ya lng a lwa ll mulalnya l da lri pihalk istri. Aldua ln perceralialn ini 

bisa l dialjukaln oleh seseora lng isteri ya lng ha lnya l mela lksa lna lkaln 

perkalwina lnnya l menurut Alga lma l Isla lm a ltalu kua lsa l da lri pihalk istri. K. 

Wa lntjik menya lmpa lika ln perumusaln perihall cerali guga lt a ldallalh 

perceralia ln ya lng ditimbulkaln oleh allalh sa ltu pihalk ya lng menga ljuka ln 

guga lta ln palda l Penga ldilaln da ln Perceralia ln itu terjaldi denga ln sa ltu 

putusa ln penga ldilaln.
8
 

 

H. Metode Penelitialn 

1.  Jenis Penelitialn 

Jenis penelitialn ya lng dila lkukaln pa ldal penulisaln skripsi ini 

ya litu norma ltif. Yalng dima lksud penelitia ln hukum normaltif ialla lh 

denga ln ca lra l melalkukaln a lna llisis kepalda l permalsa llalha ln ya lng berba lsis 

da llalm alnallisis alsa ls serta l normal-normal a lturaln hukum. Balik 

                                                     
8
 Karimuddin, “Problematika Gugatan Perceraian Dalam Masyarakat 

Islam”, Yayasan Penerbit Zaini, Aceh, 2021, h. 14-15 
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menga lna llisis hukum ya lng tertulis di dallalm perundalng-unda lnga ln, 

malupun hukum seba lga li putusa ln-putusa ln penga ldilaln. 

2. Metode pengumpulaln da ltal daln Sumber da ltal  

Metode pengumpulaln balha ln hukum ya lng diguna lka ln pa ldal 

penelitialn ini iallalh mengguna lka ln ba lhaln-ba lhaln hukum Sekunder daln 

ba lhaln-ba lha ln hukum Primer. Alda lpun ba lhaln hukum ya lng 

diperguna lka ln palda l penulisaln ini alrtinya l: 

1. Ba lha ln hukum primer 

Ya lng mengguna lka ln ba lha ln hukum primer alrtinya l 

bersifalt a lutoritaltif merupalka ln telalh memiliki otoritals. 

Ba lha ln hukum primer ya lng bera lsa ll da lri perundalng-

unda lnga ln, ca ltaltaln resmi a ltalu risa llalh pa lda l pembualtaln 

perundalng-unda lnga ln serta l putusaln ha lkim.
9
 

2. Ba lha ln hukum sekunder  

Ba lha ln hukum sekunder berupa l seluruh publikalsi 

perihall alturaln hukum ya lng buka ln merupa lkaln dokumen-

dokumen resmi. Publika lsi mengenali a ltura ln hukum ya lng 

meliputi buku, jurnall, sertal ka lmus hukum. 

                                                     
9
 Zulham, “Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim 

Terhadap Produk Halal”, Kencana, Jakarta timur, 2018, h.55 
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3. Teknik pengumpulaln Da ltal 

Sesua li denga ln mengguna lka ln pendeka ltaln peneliti ya lng 

ya lng suda lh dipa lka li sebelumnya l, ma lka l mengguna lka ln teknik 

penelitialn ini dikumpulkaln sertal denga ln mencalri balha ln dalri 

a lturaln perundalng-unda lnga ln ya lng suda lh berlalku, meneliti dalri 

ba lhaln pusta lkal, membalcal beberalpa l referensi buku-buku sertal 

mencalri dalri berbalga li sumber lalinnya l ya lng berhubunga ln 

denga ln rumusa ln permalsa llalha ln palda l penelitialn ini.  

4. Alna llisi da ltal  

Setelalh selesalinya l da ltal diolalh denga ln mengguna lka ln 

calra l di kumpulkaln, setelalh itu a lkaln dika lji serta l dikelompokkaln, 

kemudialn penulis menga lnallisa lnya l mengguna lka ln metode 

induktif, ialla lh calra l pa ldal menga lna llisal da ltalnya l ya lng bertitik 

tolalk ya lng bera lsa ll da lri ya lng ma lna l da lta l itu ya lng bersifa lt umum 

dialmbil menjaldi bersifalt khusus, a ltalu dalta l ya lng bersifa lt khusus 

lallu di Talrik daln bersifalt umum. 

Metode ya lng diperguna lka ln pa lda l a lnallisis da ln mengola lh dalri 

berbalga li da ltal-da lta l ya lng suda lh terkumpul iallalh alna llisis kuallitaltif. 

Ya lng ma lnal da lri alsa ll pengguna la ln metode taldi merupalkaln 
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memberikaln ilustralsi ya lng merujuk kepalda l permalsa lla lhaln ya lng a ldal 

berdalsa lrka ln sesua li di pedomaln yuridis normaltif. 

Teknis penulisaln skripsi ini, berpa lcu palda l rujukaln pedomaln 

penulisaln skripsi falkultals sya lria lh universitals Isla lm Negeri Sultaln 

Ma lulalna l Ha lsa lnuddin Ba lnten 2022. 

 

I. Sistema ltikal Pembalhalsaln 

   Penulis menyusun sistema ltikal pembalhalsa ln pa ldal beberalpa l ba lb, 

ya litu: 

BAlB I: Mengura lika ln periha ll pendalhulua ln ya lng menca lkup 

ga lmba lra ln umum judul skripsi, la lta lr belalka lng, identifikalsi ma lsa llalh, 

fokus penelitialn, tujualn penelitialn, rumusa ln malsa llalh, tujualn 

penelitialn, malnfala lt penelitialn, penelitialn terdalhulu ya lng releva ln, 

keralngka l pemikiraln, metode penelitialn da ln sistemaltikal pembalha lsaln. 

BAlB II:  Menguraikan landasan teori yang mencakup 

pengertian Perkawinan, Itsbat Nikah, dasar hukum Itsbat Nikah, 

tujuan Itsbat Nikah, pengertian Perceraian, dasar hukum Perceraian 

serta sebab-sebab terjadinya Perceraian. 

BAlB III:  Menguraikan Perkara Itsbat Nikah disertai Cerai 

Gugat yang mencakup Deskriptif Putusan Perkara Itsbat Nikah 

disertai Cerai Gugat, menguraikan Rekapitulasi Data Keadaan 
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Perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat dan Pertimbangan Hakim 

pada putusan nomor: 1614/Pdt.G/2021/PA.Srg. 

BAlB IV: Alna llisis putusa ln ya lng mencalkup Peneta lpaln 

Perka lral Itsbalt Nika lh Diserta li Cera li Guga lt pa lda l ka lsus Nomor: 

1614/pdt.g/2021/PAl.Srg  da ln a lpa l Ha lk-ha lk Isteri da lri Penetalpaln 

Itsba lt Nikalh diserta li Perceralia ln da llalm ka lsus Nomor: 

1614/pdt.g/2021/PAl.Srg 

BAlB V: Berisi penutup, mengena li periha ll kesimpulaln ya lng 

a lkaln menjalwa lb rumusa ln ma lsa llalh serta l sa lraln da lri penulis berguna l 

untuk perbalikaln dimalsa l ya lng a lka ln da ltalng. 

 


